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WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 2% TAHUN 2023

T

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU ¢

Menimbang

Mengingat

a.

AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA AN

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota BaulI)au Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau,
perlu penetapan peraturan untuk memberikan arah dan
pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara
efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan
kemampuan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor,82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakh:ir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Berubahan Kedua atas Undang-
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Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun [2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau,
perlu penetapan peraturaaj\ untuk memberikan arah dan
pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara
efisien, efektif dan rasjonal sesuai kebutuhan dan
kemampuan daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali

Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Pasal 18 ayat (6) Undang;Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4120};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia [Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-




Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 No

mor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Ta
Negara (Lembaran Negara |
Nomor 6, Tambahan Lemb

hun 2014 tentang Aparatur Sipil
Republik Indonesia Tahun 2014

aran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

Undang-Undang 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Republik Indonesia Nomor |
beberapa kali terakhir de;

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Nomor tentang

Tambahan Lembaran Negara
5587); sebagaimana telah diubah

ngan Undang-Undang Nomor 1

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomer 4, Tambahan Lembaran Negara
757);

Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republikl Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Neg
6757);

Republik Indonesia Nomor 6
Undang-Undang Nomor 1

ara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah No
Perangkat Daerah (Lemba
Tahun 2016 Nomor 114

Republik Indonesia Nomor

mor 18 Tahun 2016 tentang
}a.n Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara

887); sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerrntah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas

Freraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahu

2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Ngmor

Manajemen Pegawai Negeri
Indonesia Tahun 2017 N
Negara Republik Indonesia
diubah dengan Peraturan F
tentang Perubahan atas E

11 Tahun 2017 tentang
Sipil (Lembaran Negara Republik
omor 63, Tambahan Lembaran
Nomor 6037); sebagaimana telah
emerintah Nomor 17 Tahun 2020

deraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
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10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republikl Indonesia Tahun 2020 Nomor
68);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1342);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2023 tenJang Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 2036); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan latas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 20]15 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor; 7 Tahun 2022 tentang Sistem

Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 6);
sebagaimana telah diubah|dengan Peraturan Daerah Kota
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

A S

10.

11.

12,

13.

14.

Kota adalah Kota Baubau;
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau,

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah; T

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencaltatan Sipil Kota Baubau;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Baubau;
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur
Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan Kkegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk
suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;

Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatyr Sipil Negera yang menduduki
Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta |administrasi pemerintahan dan
pembangunan,;
Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah
pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan
pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan Unit
Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian

dan/atau keterampilan;




¢

15.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang

(2)

(3)

(4)

bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Pasal 2

ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenan

gan Daerah;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah !yang berkedudukan di bawah dan
|

bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali

Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan

dan Tugas Pembantuan.

ang menjadi kewenangan Daerah

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan Program dan anggaran;

b. Pengelolaan keuangan;

c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata t
milik Negara;

d. Pengelolaan urusan ASN;

1saha, rumah tangga dan barang

e. Penyusunan perencanaan di bidang pelndaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data

dan dokumen kependudukan serta
kependudukan;

f. Perumusan kebijakan teknis di bidang p

inovasi pelayanan administrasi

ndaftaran penduduk, pencatatan

sipil, pengolahan informas administrasi kependudukan, kerja sama,

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pend

h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil,

uduk;

i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;

j-
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
L

Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
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n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil; dan

0. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas

dan fungsinya. '

|
t

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B

1

Pasal 3 l

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan :c‘lan Pencatatan Sipil terdiri dari

Kepala Dinas, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagiar!;, 3 (tiga) Bidang, Seksi, Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana yaitu: |

a.
b.

f.

£.

Kepala Dinas; !

Sekretariat terdiri dari: |

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuaﬁgan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaiap.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudtflk;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menabawahi:

- Seksi Kelahiran;

- Seksi Perubahan Status Anak, Pervv.farganegaraan dan Kematian,;
Bidang Pengelolaan Informasi Adiministrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data; I
Kelompok Jabatan Fungsional; |
Kelompok Jabatan Pelaksana.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. E

BAB III i
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu |
Kepala Dinas I

Pasal 4 |

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantl.hﬁ Wali Kota dalam perencanaan,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil serta melaksanakan koiordinasi dan menyelenggarakan

pelayanan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara

terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, singkronisasi, simplikasi dan

kepastian;




(1)

(2)

(3)

(1)

I
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan OI?h Wali Kota.

Bagian Kedua j
Sekretariat ;
Pasal 5 ;
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakz!m sebagian tugas Dinas dalam
pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di
lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum
dan kepegawaian, serta mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan

tahunan Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirsnaksud pada ayat (1), Sekretariat

menyelenggarakan fungsi: ?

a. Pelaksanaan penyusunan dan pengoordin;asian rencana kerja, program dan
kegiatan, serta anggaran Dinas;

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan |program, informasi publik dan
hubungan  masyarakat, serta urusan administrasi keuangan,
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan; |

c. Pembinaan dan pengelolaan urusan u'l';num dan kepegawaian meliputi
urusan ketatausahaan dan kepegawa_{an, hukum, perlengkapan dan
pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan d:an dokumentasi;

d. Pembinaan dan penataan organisasi danltata laksana Dinas serta evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara,;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam |Pasal 5 terdiri dari 2 (dua) Sub
Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,; !

7 |



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pyat (1), dipimpin oleh seorang

Kepala Sub bagian yang berada di bawahg dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris.

Pasal 7 4

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mfempunyai tugas mengumpulkan
bahan pedoman dan petunjuk teknis penyuisunan rencana dan program dan
anggaran serta melaksanakan dan mengooirdinasikan penyusunan rencana
dan program, melakukan pengolahan data1\ pelaporan internal dinas serta
melakukan pengelolaan administrasi keuanga\in dan perbendaharaan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pedoman petunjuk teknis, melakukan peﬁlber'ian dukungan administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegax%zvaian, arsip, dokumentasi dan

penataan barang milik daerah. |

n

Bagian Ketiga |

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pasal 8 J

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; mempunyai tugas melakukan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, fa‘!Silitasi, koordinasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaksanaan kebijakan di ‘ bidang pelayanan pendaftaran
penduduk; ”
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat fl), dipimpin oleh Kepala Bidang
yvang berada di bawah dan bertanggung jawal:) kepada Kepala Dinas;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana c%iimaksud pada ayat (1), Bidang
menyelenggarakan fungsi: :
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencgiaftaran penduduk;
b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaranépenduduk;
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelakanaan pelayanan pendaftaran
penduduk: 1
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pencﬂuduk;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pendafi:aran penduduk;
Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan

K RS

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan E)leh Kepala Dinas sesuai dengan

|
|
|

tugas pokck dan fungsinya;



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3}

(1)

(2)

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawal Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk disesuaikan dengan Struktur Organisasi Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Pasal 9 "
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas di bidang Pelayanan Pencatatan sipil;
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (ig), dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab; kepada Kepala Dinas;
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

¥

|
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencfatatan sipil;

b. Perumusan kebijakan tekmis pencatatan sipil;

menyelenggarakan fungsi:

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peelaksanaan pelayanan

pencatatan sipil; |

d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; I’

e. Pelaksanaan penertiban dokumen pencatr:lltan sipil;

f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;

g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan p;lancatatan sipil; dan

h. Pelaksanaan koordinasi dan tugas lain y%ang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

|
5
Pasal 10 i
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- Seksi Kelahiran; l

- Seksi Perubahan Status Anak, Perwargag'legaraan dan Kematian;
Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggu'}?ng jawab secara langsung kepada
Pejabat Admnistrator dalam hal ini Kepala Biéiang Pelayanan Pencatatan Sipil,
Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disesuaikan dengan Struktur Organisasi [s)inas.

Pasal 11 !

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melakukgtn penyiapan bahan perencanaan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
pelayanan pencatatan kelahiran;
Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan koordinasi serta pelalqcsanaan pelayanan pencatatan
9
|



pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status

kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kepen:dudukan dan Pemanfaatan Data

Pasal 12 w

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan

(2)

(3)

(4)

Data mempunyai tugas melaksanakan sébagian tugas Dinas di bidang

|
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (]1), dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyusunan perencanaan pengel&iaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data ‘dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependuduﬁm serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan; ‘

Perumusan kebijakan teknis pengélolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan; | .
Pelaksanaan pembinaan dan koordﬁinasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pengelolaan informasi, administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kepen:dudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pengendalian dan evaluasi pelak%anaan pengelolaan  informasi
administrasi  kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan; dan

Pelaksanaan koordinasi dan tugas lain ﬁzang diberikan oleh atasan sesuai
'

dengan tugas dan fungsinya; ‘

Penentuan Kedudukan dan tanggung jawab Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data disesuaikan dengan

Struktur Organisasi Dinas. \

i
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(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(5)

|
u

k
Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Pasal 13
Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya
beban kerja; f
UPTD mempunyai tugas dan kedudukan Wsebagai unsur pelaksana teknis
operasional dan/atau teknis penunjang tertef;tu;
UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; ‘
Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksucil pada ayat (1), ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesudi dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketujuh;
Kelompok Jabatan Fun}gsional
Pasal 14 |

Kelompok Jabatan Fungsional dan F;Kelornpok Jabatan Pelaksana
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT} selaku pejabét pemberi kinerja melalui pejabat
administrator; |
Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Eebagahnana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan Struktur Organi:sasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas hasil penyetaraan jabatan
administrasi adalah fungsional Analis Kebijallkan;
Tugas jabatan fungsional Analis Kebijakan Fadalah melaksanakan kajian dan
analisis kebijakan; |
Analis Kebijakan dapat melaksanakan selurt.ih kegiatan pada sub unsur kajian
dan analisis kebijakan sebagaimana dima\‘ksud pada ayat (4) baik secara
individual maupun dalam tim berdasarkaﬁ penugasan secara tertulis dari

pejabat penilai kinerja.

BAB IV
TATA KERJA :
Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, KepalaESeksi, Kepala UPTD dan Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
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(3)

(4)

()

(8)

(1)

(2)

(3}

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi ldain di luar Pemerintah Kota sesuai
dengan tugas pokok masing-masing;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja
secara individu dan/atau dalam tim ikerja dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi dan l\mt)laborasiwI berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan meliputi pelaksanaan tugas yalng bersifat dalam unit organisasi,
lintas unit organisasi dan lintas instansi penilerintah;

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Pelaksana dapat bekerja
dalam tim kerja yang bersifat lintas unii organisasi dan lintas instansi
pemerintah untuk melaksanakan tugas yalglg memerlukan keterlibatan dan
kolaborasi pejabat fungsional dan/atau pe:laksana dengan mengedepankan
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi; berdasarkan keahlian dan/atau

keterampilan; |

Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaim.fema dimaksud pada ayat (1}, wajib
mengawasi bawahannya masing-masing dar:l bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasi bawahan masing masing cian memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahann;s‘ra;

Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab pada atasannya ma‘fsing—masmg serta menyampaikan
laporan secara berkala; ‘

Setiap laporan yang diterima oleh pilinpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan |sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut; i

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada saituan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja. j

Pasal 16
Kepala Dinas merupakan jabatan eselon I!I.b atau jabatan pimpinan tinggi
pratama; |
Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon Ill.a atau jabatan
administrator; i

Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan
administrator; 1

i
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Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan
struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas
Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

1

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang!berlaku;
Semua kewenangan yang berkaitan deng%fm pengangkatan, penempatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawail dilakukan oleh pejabat yang

berwenang sesuai peraturan perundang-unda;mgan yang berlaku.

Pasal 18
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh’ Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;
Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris
Daerah;
Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan
Wali Kota,; |
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsionaj dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 .

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, ;zlaka:

a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku;

b) Semua ketentuan yang mengatur tehtang tugas dan fungsi yang
bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Penjabaran tugas masing-masing jabatan administrasi dan jabatan pelaksana

akan diatur kemudian dengan peraturan terslendiri;
13 !



(3) Penjabaran tugas masing-masing jabatan| fungsional berpedoman pada

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan uirusan di bidang pendayagunaan

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 20
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
|

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 2 Ml 2023

WALI KOTA BAUBAU,

E AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 2 mp( 2023
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